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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.1 / 33& / 2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

DESA POS PAUD KENCANA
GUMELAR KIDUL KECAMATAN TAMBAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

a.

bahwa berdasarkan Proposal yang diajukan oleh Pos PAUD

Kencana Nomor 421.1/237.1/2019 tanggal 13 September

2019 perihal Permohonan Perubahan Izin pendirian dan

penyelenggaraan. Hasil verifikasi keberadaan Pos PAUD

Kencana oleh Tim Penelaah Izin Pendirian Satuan PAUD

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal

04 Maret 2020, permohonan dimaksud telah memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan

penyelenggaraan,

bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dipandang

perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Banyumas tentang Memberikan Perubahan izin

Pendirian dan Penyelenggaraan Pos PAUD Kencana Desa
Gumelar Kidul Kecamatan Tambak ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1085 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3928;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
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Menetapkan
KESATU
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15.

Me

Ilm-alur;m Pen
e}I.:I}_"h(“]-(;il] N;]:_;:I‘:::.:fl]h Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
II:I 1'“” Z-(J()f') Numnrdd, “f:mh“mn Negara Republik Indonesia
p donesia Nomgr {3‘ Fambahan Lembaran Negara Republik
2gmtul‘an I)"m(‘rir?? )6) sebagaimana telah dirubah dengan
m”ﬂ'l‘(:hl.;mg P”"LE,}:] '-R(fplll)“}( Indonesia Nomor 32 Tahun
Fahun 2005 ahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
(Lembaran fogar: Ie”'af_lg Standar Nasional Pendidikan
'[T;ambahan Lcmb;rr[e('f;lubllk Indonesia Tahun 2013 Nomor 45
€raturan Pem(;rj';?, egara Republik Indonesia Nomor 5697);
Pengelolaan (13;1 ;h Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Negara Republik Ing e”Y{flc'nggaran pendidikan (Lembaran
Lembaran Negara 0“;313 I‘ahun 2010 Nomor 23, Tambahan
;t;bagalma“ﬁ telah djuebp,uhbhk Indonesia  Nomor 51()5}
mor 66 Tah ah dengan Peraturan Pemerintah
Penyelen un 2010 tentang Pengelolaan dan
Republi ggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara
Peratu;:nlndonesia Nomor 5157); =
Indonesia Nhgzlotfn%%ndidikan dan Kebudayaan Republik
Eendidi-kan Anglk Usia,%iz?n 2014 tentang Pendirian Satuan
eratu - s
2014 tg?lrt;inhgesntt::d Pendidikan Nas?opa] Nomor 137 Tahun
Peratiiran Menter al}‘3 NaS}opal Pendidikan Anak Usia Dini;
Indonesia Nomor 1466'11}d1d1kan dan Kebudayaan Republik
Pendidik ; .al?un 2014 tentang Kurikulum 2013
Perat 2n Analk Usia Dint;
i dznl’;;?‘: Nohrtf;tegg l;‘t:il;ldidikan dan Kebudayaan Repulblik.
Nasional Pendidikan Anaull‘:n 50'15 tferl_tang e Akredltasl
Formial sia Dini dan Pendidikan Non
nglflguran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun
i t:;tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
= paten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
anyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten
Banyumas;
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun
7016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Banyumas,
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra

Sekolah Dasar;
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

MEMUTUSKAN

Penyelenggaraan .

rubah Izin Pendirian dan
Memberikan Perubahan . Yayasan TP PKK Desa Gumelar

Izin Pendirian dan Kidul
Penyelenggaraan kepada o .
Nama Penyelenggara . Hesti Wijayant
Alamat Penyelenggara . Desa Gumelar Kidul
. Merubah Izin Pendirian dan
Untuk Penyelenggaraarn Pos PAUD
Kencana
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Peme
gang [z
n Seb .
memenuyhj agaim; _
1. Ke nu‘}.“ ketentuan drzdna dimaksud diktum KESATU diharuskan
'+ ~eWajiban N persyaratan sebagai berikut:

a. Mematuhi

penye]en gga

selur ’
raan uh ]}ﬂtemugn yang berkenaan dengan
pendidikan anak usia dini yang ditetapkan

an

pendidikan [:gy?nan pendidikan yang bermutu dan akses
peraturan per Bl masyarakat kurang mampu sesuai dengan
Menjaga kete:cndang‘undangaﬂ yang berlaku.
kesehatan lin lian’ keamanan, keindahan, kebersihan dan
pendidikan. gkungan pengelolaan dan penyelenggaraan
Melaksa
Perundatlflzl—(ﬁn ddan mematuhi setiap peraturan dan atau
Pemerintah. ndangan yang berlaku yang di Keluarakan oleh
e. Menjadi

men‘{%gﬁ{an sekolah sebagai Wiyata Mandala dalam rangka
f. Memat fu n karakter dan Nasionalisme.

NS Standar Pelayanan Minimal (SPM)- _
Tersedi sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadat;

ia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan

. sarana belajar lainnya;
;. ﬁemlhkl kgmampuan pembiayaan yang memadai;
1& MEmpuny ai stempel Lembaga Pendidikan;
1 ' Memasang papan nama Lembaga Pendidikan; .
. endapatl.can Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional

(NPSN)dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
m. Memasukan Dapodik secara periodik dan benar.

5

2. Larangan

a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila,
UUD 1945, dan ketertiban Umum, .

b. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas,

c. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, _

d. Mengubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dimnas
Pendidikan Kabupaten Banyumas;

e. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun
perturut-turut tanpa keterangan yang sah; .

f Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman
penyelenggaraan yang berlaku.

lzin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan
apeblle yang bertentangan dengan pancasila, UUD

1.

2.

3

Melakukan kegiatan :
1945, dan Kketertiban umum ;

jiban- iijban a
langgar kewajiban kewajibal
e e dalam keputusan ini. ‘ -

i pembelajaran dan pendidikan
alasan yang dapat

tau larangan-larangan yang
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Tembusan :

| Bupati Banyumas

). Camat Tambak |

3. Kepala Kelurahan/Desa Qur_nelar Kidul
4. Arsip (Seksi PAUD dan Bindikel)

4. Tidak 1y
kbuq Noman akreditasi

Permeng; : tuan
; sesuai dengan ketentuall
Nasmnal Sekolah o 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasl
Pendidikan - {J M_adrgsah Dan Badan Akreditasi Nasic_mal
5 ?iadsi 18 Ayat 5 dansé? Dini Dan Pendidikan Nonformal (BAB VI
: meng;j s
6. Lembaga Elélé);}: Dt?lpodlk 2 (dua) tahun berturut — turut; .
lembaga dak lagi memenuhi persyaratan pendirian

7. lzin diperoleh S€cara tidak sah

Pada sg

Banyumaztini}(iputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Kabupates, ™ erlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Pendirian d anyumas Nomor 421.9/228/2010 Tentang put
. an Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dieabt

dan dinyatakan tidak berlaky

Keputusan 1r}i mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan e

ketentuan setiap 5 (lima) tahun akan diadakan evaluasi.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 ¢ JUN 2020

T — N
KEPALA DINAS PENDIDIKA
PRM’?K’I‘EN BANYUMAS
/A
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